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NURFAIDAH SUAIB, (B 111 10 185), “Peran Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi 
dan Korban”. Dibimbing oleh Prof. Muhadar, S.H., M.S sebagai Pembimbing I 
dan Hj. Nur Azisa, S.H., M.H sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bentuk 
perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) terhadap Saksi dan Korban yang ingin memperoleh bantuan, 
dan juga hubungan kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
dengan Instansi/Lembaga lainnya. 
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
yang bertempat di kota Jakarta. Data yang digunakan adalah data primer 
yang diperoleh langsung oleh objek penelitian di lapangan melalui metode 
wawancara. Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan 
cara membaca dan menelaah serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, 
literatur-literatur, jurnal ilmiah, majalah hukum serta aturan-aturan penunjang 
lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam pemberian bantuan 
kepada Saksi dan Korban, LPSK seharusnya mengoptimalkan perannya 
demi langkah yang strategis dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi 
saksi, korban, saksi pelapor dan juga saksi pelaku. Pemberian bantuan 
terhadap Saksi dan Korban menyangkut kompensasi dan restitusi hanya bisa 
korban dapatkan apabila sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum yang tetap (incraht). Pada SEMA No.4 Tahun 2011, kasus tindak 
pidana tertentu belum diatur jelas mengenai pelaksanaan perlindungan 
hukum bagi Whistleblower dan Justice Collaborator. (2) Lembaga 
Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan MoU dengan 
beberapa universitas yang ada di Indonesia, lembaga penegakan hukum di 








NURFAIDAH SUAIB, (B 111 10 185), "The Role of the Witness and 
Victim Protection Agency to Provide Legal Protection Against Witness and 
Victims". Supervised by Prof. Muhadar, S.H., M.S as Supervisor I and Hj. Nur 
Azisa, S.H., M.H as Supervisor II. 
 
This study aims to determine the extent to which forms of legal 
protection provided by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) to 
witness and victims want to get help, and also cooperation relationship 
between Witness and Victim Protection Agency with the other Agencies / 
Institutions. 
 
This research was conducted at the Witness and Victim Protection 
Agency based in Jakarta. The data used is primary data collected directly 
from the object of research in the field through the interview method. 
Secondary data were obtained from the study of literature by reading, 
studying and collecting information from books, literature, scientific journals, 
law magazines and other supporting rules that are relevant to this study. 
 
The results showed that (1) In providing assistance to witnesses and 
victims, the Agency should optimize their role for strategic step in seeking 
legal protection for witnesses, victims, complainant witness, and also a 
witness. Providing assistance to witnesses and victims concerning 
compensation and victim restitution can only get when there is a legally 
binding court decisions which fixed (incraht). At SEMA No.4 of 2011, cases of 
certain criminal offenses are not already clear on the implementation of the 
legal protection of the Whistleblower and Justice Collaborator. (2) Witness 
and Victim Protection Agency (Agency) has made some MoU with several 
universities in Indonesia, law enforcement agencies in Indonesia and abroad 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak 
untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus 
yang dianggap memerlukan perhatian khusus serta penjagaan ekstra ketat. 
Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang 
perlindungan saksi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun 
hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya 
pada Lembaga Pelindungan Terhadap Saksi dan Korban (LPSK) yang 
diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. 
Namun sebelum lahirnya UU No.13/2006, terdapat beberapa peraturan 
pemerintah yang menjelaskan tentang perlindungan saksi antara lain yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara 
Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sansi Tindak Pidana  Pencucian 
Uang (PP No.57/2003) yang memberikan pengertian pada istilah 
perlindungan khusus yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh 
Negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor atau saksi 
dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau 
harkatnya termasuk keluarganya. 
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Sejak awal 1990-an di dalam penegakan hukum pidana di Belanda 
terbuka peluang dibuatnya kesepakatan dengan saksi. Dengan itu dimaksud 
kesepakatan yang dibuat antara Kejaksaan (Openbaar Ministerie) dengan 
saksi yang untuk atas imbalan tertentu, misalnya pengurangan hukuman, 
memberi kesaksian dalam kasus pidana dimana ia sendiri berkedudukan 
sebagai saksi sekaligus terdakwa. Pranata hukum atau instrumen 
kesepakatan ini akan selalu berkenaan dengan saksi yang sekaligus 
berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa. Justru fakta ini menyulitkan 
penggunaan cara-cara lain yang biasa digunakan seperti penyanderaan 
(gijzeling) untuk memaksa saksi memberi pengakuan/keterangan. Karena 
orang demikian juga berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa, maka 
tatkala diperiksa sebagai saksi untuk didengar keterangannya, ia memiliki 
hak ingkar atau diam, yaitu hak untuk tidak memberikan keterangan yang 
memberatkan dirinya sendiri. Orang-orang seperti itulah dibujuk, dengan 
imbalan tertentu, untuk memberikan keterangan atau kesaksian melawan 
sesama tersangka/terdakwa 
Perlindungan hukum bagi warga di suatu tempat merupakan suatu 
keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yang diatur 
dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional yang diratifikasi oleh 
pemerintah. Sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna 
sangat luas, mengigat persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal 
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batas : wilayah negara, politis, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sebagai 
anugrah, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang 
Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar 
belakang Sosial, kultur, politik dan Ekonomi. 
Menurut Soedikno Mertokusumo (1993:14), subjek hukum selaku 
pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (de draggerVan do rechten en 
Plichten), baik itu manusia (naturlijkepersoon) badan hukum (rechtpersoon), 
maupun jabatan (ambt), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum 
berdasarkan kemampuan (beekwaamheid) atau kewenangan (bevogdheid) 
yang dimilikinya. Dalam pergaulan ditengah masyarakat, banyak terjadi 
hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan 
hukum dan subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya 
hubungan hukum (rechtsbetrekking) mempunyai akibat-akibat hukum. Agar 
hubungan hukum antara subjek hukum itu berjalan secara harmonis, 
seimbang dan adil dalam arti setiap subjek-ssubjek hukum mendapatkan apa 
yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan 
kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur 
hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau 
instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. 
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Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan 
bagi subjek hukum. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo (1993:145) 
berpendapat bahwa : 
“Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar 
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. 
Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal, damai tetapi dapat 
terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi 
ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang 
seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. 
Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan 
perlindungan hukum”. 
 
Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam 
arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri 
sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus Lotulung 
(1993:123) bahwa masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme 
sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum dan sampai 
seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. 
Selanjutnya Paulus Effendi Lotulung (1993:34) menyatakan “mengenal 
bidang-bidang perlindungan hukum, perlu pula mengemukakan mengenai 
bermacam-macam perbuatan pemerintah yang memungkinkan lahirnya 
kerugian bagi masyarakat dan/atau bagi seseorang atau badan hukum 
perdata. Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah dalam bidang 
pembuatan peraturan perundang-undangan (regeling), perbuatan-perbuatan 
dalam penerbitan ketetapan (materiele daad). Dua bidang pertama terjadi 
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dalam bidang publik, dan karena itu tunduk dan diatur berdasarkan hukum 
publik,sedangkan yang terakhir khusus dalam bidang perdata dan oleh 
karenanya tunduk dan diatur berdasarkan hukum perdata. 
Perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah. 
Menurut Phipus M. Hadjon, (1987:2) perlindungan hukum itu ada dua yaitu : 
“Perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum 
preventif diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) 
atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 
yang definitive. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan 
untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya 
perlindungan hukum preventif sangat signifikan bagi tindak pemerintah 
yang didasarkan pada kebebasan bertindak,karena dengan adanya 
perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk 
bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 
diskresi”. 
Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran 
Hak Asasi Manusia Yang Berat (PP No.2/2002). Dalam PP ini ada 
penambahan kata korban sebagai “gandengan kata saksi. Istilah yang 
dipakai pada PP ini adalah  perlindungan yang pengertiannya yaitu suatu 
bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hokum atau 
aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, 
kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari 
pihak maupun yang diberikan pada tahap pemeriksaan  
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Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan 
suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya , harta bendanya tidak 
mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin yang mungkin timbul 
karena laporan yang dilakukan. Begitu juga dengan saksi jika tidak mendapat 
perlindungan yang memadai. Maka dengan dia menjadi enggan memberikan 
keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri. 
Peranan keterangan saksi menjadi sangat penting terutama dalam 
kejahatan yang dikelompokkan menjadi extraordinary crime dan sebagai 
salah satu alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). Namun hal ini sangat kontras dengan bentuk 
perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh Negara atau aparat penegak 
hokum kepada para saksi. Perlindungan disini berupa perlindungan hokum 
dan/atau perlindungan khusus lainnya. 
Beranjak dari pengertian tentang saksi dan keterangan saksi bahwa 
sudah tentu seorang atau beberapa orang yang menjadi saksi yang 
kemudian menjadi alat bukti berupa keterangan saksi memainkan peranan 
yang sangat penting untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa 
baik sejak di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan. Seseorang 
yang menempati posisi sebagai saksi dalam suatu tindak pidana berarti saksi 
tersebut adalah yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri 
sebagaimana suatu perbuatan (tindak pidana) tersebut dilakukan tersangka 
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atau terdakwa. Pemahaman saksi disini meliputi saksi bukan sebagai korban 
maupun saksi sebagai korban. 
Berlakunya UU No.13/2006 pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai 
sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-
kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terabaikannya elemen-
elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana 
KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja untuk 
mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran 
hak asasi manusia. Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (lex specialis) 
mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi 
saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa 
peraturan. 
Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan : “…. Dalam rangka 
menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, 
perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan 
hokum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau 
menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana 
yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hokum. 
Selanjutnya disebutkan pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan 
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hokum dan keamanan yang memadai atas laporannnya sehingga ia tidak 
merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya….” 
Pembentukan LPSK oleh pemerintah menunjukkan respon positif dari 
negara dalam melihat penegakan hukum pidana dalam memberikan 
perlindungan bagi saksi dan korban sebagaimana diamanatkan UU 
No.13/2006 dan dalam rangka mentaati prinsip-prinsip “Good Governance” 
yakni tegaknya supremasi hukum. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan permasalahan hukum yang dikemukakan di atas, 
maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan LPSK Terhadap  
Saksi dan Korban? 
2. Bagaimanakah hubungan LPSK dalam hal bentuk kerjasama dengan 
instansi lainnya dan organisasi masyarakat lainnya dalam melindungi 
saksi dan korban? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian proposal ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan 
LPSK terhadap saksi dan korban. 
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2. Untuk mengetahui hubungan bagaimana hubungan LPSK dalam hal 
bentuk kerjasama dengan instansi lainnya dan organisasi masyarakat 
lainnya dalam melindungi saksi dan korban. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 
pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis yaitu : 
1. Memberikan manfaat bagi pemikiran ilmiah terhadap pengembangan 
ilmu hukum pidana  
2. Menambah wawasan literature ilmu hukum bagi masyarakat akademis 
yang mendalami hukum pidana 
3. Diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan di lingkungan institusi 
penegak hukum terutama Kepolisian dan Kejaksaan sebagai Lembaga 
penyidik tindak pidana (umum/khusus) yang mempunyai wewenang 
melakukan tindakan penyidikan dan menciptakan suasana aman dalam 
meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengungkapkan fakta 
kebenaran dalam suatu tindak pidana. 










1. Pengertian  Perlindungan Hukum 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan (2002:674) 
berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, 
mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti 
konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur 
kata perlindungan; 
1) Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, 
memelihara, merawat, menyelamatkan. 
2) Perlindungan: proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal 
(perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan 
berlindung). 
3) Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi. 
4) Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan. 
5) Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan. 
6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung. 
7) Melindungkan: membuat diri terlindungi. 
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Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk 
pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 
keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada 
korban dan saksi dari ancaman , ganguan, teror, dan kekerasan dari pihak 
manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, 
makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat.Oleh karenanya tiap anggota 
masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.. Sebagai 
makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan 
perbuatan hukum (rechsthandeling) dan hubungan hukum 
(rechtsbetrekkingen) (Soeroso 2006:49) 
Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan 
sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada 
korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara 
maupun berdasarkan penetapan pengadilan.  
Perlindungan yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh 
aparat penegak hokum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman 
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baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan 
teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang 
pengadilan. 
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 
terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat 
preventif maupun yang bersifat represif,  baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari 
fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu 
keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 
Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep reschtaat atau 
konsep Rule of Law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari 
keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi 
manusia, konsep reschtaat muncul pada abad ke-19 yang pertama kali 
dicetuskan oleh Julius  Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula 
konsep Negara hukum (rule of law) yang dipelopri oleh A.V Dicey. 
Keberadaan Hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam 
kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral 
konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka 
mentaati Hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperative yang 
terkandung sebagai substansi didalamnya imperative. Hak-hak asasi warga 
harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara 
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dimanapun dan kapanpun, ataupun ketika juga warga menggunakan 
kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses 
pembuatan kebijakan publik (Sudikno Mertokusumo, 2003:22). 
Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan 
perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua 
prinsip Negara hukum yaitu : 
1) Perlindungan Hukum yang Preventif 
Perlindungan hukum terhadap rakyat yang diberikan kesempatan untuk 
mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu 
keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitive. 
2) Perlindungan Hukum yang represif 
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. 
  
Kedua bentuk perlindungan diatas bertumpu dan bersumber pada 
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada 
prinsip Negaa Hukum (Zairin Harahap, 2001:2). 
  
Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena 
masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau 




Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 
2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah segala upaya 
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman 
kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi 
dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan Ketentuan. 
 
2. Perlindungan Terhadap Saksi 
Berdasar asas persamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri 
negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi 
jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur 
dalam UU No.13/2006 yaitu: 
a) Perlindungan hak saksi dan korban; 
b) Lembaga Perlindungan saksi dan korban; 
c) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan dan ; 
d) Ketentuan pidana 
Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dapat 
dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan 
oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 
Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-
undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan 
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keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi 
seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya. 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang 
bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain 
kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
itu. (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban). 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab untuk 
menangani pemberian perlindungan dan pemberian bantuan terhadap saksi 
dan korban sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 
Tahun2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga 
yang mandiri dan berkedudukan di Jakarta. 
Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi berasaskan pada : 
a) Pengahargaan harkat dan martabat manusia  
b) Rasa aman 
c) Keadilan  
d) Tidak diskriminatif 
e) Kepastian hukum 
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Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada 
saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan 
perlindungan kepada saksi secara penuh termasuk juga keluarga saksi sejak 
ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan 
perlindungan saksi. Pemberhentian perlindungan kepada saksi hanya dapat 
dilakukan apabila : 
a)  Saksi meminta agar perlindungan terhadap dirinya dihentikan dan 
hanya boleh diajukan oleh saksi sendiri tanpa ada kecuali apapun 
b) Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan 
perlindungan saksi berdasar atas permintaan pejabat yang 
bersangkutan 
c) Saksi melanggar ketentuan sebagaimana yang telah tertulis dalam 
perjanjian 
d) LPSK Berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan 
berdasar bukti-bukti yang meyakinkan 
Tata cara pemberian bantuan kepada saksi atas permintaan tertulis, 
dari yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya kepada Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban, adapun tata cara pemberian bantuan 
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kepada saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai 
berikut :  
1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan kelayakan 
diberikannya bantuan kepada saksi 
2. Dalam hal saksi layak diberikan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang 
diperlukan 
Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai 
pemberian bantuan akan diberitahukan secara tertulis kepada yang 
bersangkutan dalam jangka waktu  1 minggu. 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa bekerja sama dengan 
instansi berwenang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan, 
instansi terkait wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. 
Istilah saksi-saksi lainnya yang berkembang seiring dengan penerapan 
hukum acara pidana. Saksi korban merupakan salah satunya, Korban 
disebutkan sebagai saksi karena adanya suatu pemikiran, status korban di 
pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat 
sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena itu 
korban ditempatkan pada posisi sentral bagi pihak-pihak yang berperkara 
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serta hakim untuk melihat kejadian sebenarnya terjadi. Hal ini berbeda 
dengan saksi pelapor. 
Saksi pelapor merupakan saksi yang berasal baik dari orang yang 
berkepentingan dengan kasus yang terjadi maupun yang tidak, sehingga 
terkadang bukannya mendapat pujian, namun sering pula membuat saksi 
dapat menjadi target/tujuan pengancaman, bahkan pembunuhan dari orang-
orang yang merasa dengan keterangan saksi nantinya akan menjerumuskan 
tersangka/terdakwa kedalam putusan yang sangat merugikan yaitu dipenjara. 
Namun permasalahannya sekarang adalah, saksi dalam perundang-
undangan Indonesia belum mendapat perhatian yang besar terhadap 
perlindungan keselamatan, maupun kesejahteraan saksi tersebut. 
Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian yang 
telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dapat menjadi contoh 
bagaimana seorang saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak 
pidana. Melihat pentinganya kedudukan saksi dalam pengungkap pidana, 
sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum, 
fisik, maupun psikis. 
Hal-Hal yang esensial terhadap perlindungan hukum terhadap saksi 
adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba 
mengintimidasi bekenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. 
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Dengan demikian mereka telah secara sadar dan suka rela bersedia menjadi 
seorang saksi dalam sutu perkara sekaligus berani mengatakan yang 
sebenarnya tanpa diliputi rasa takut, maka mereka telah mematuhi dan 
melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat 
hukum. 
Saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan ada empat jenis yaitu 
saksi yang diajukan oleh tersangka atau seorang terdakwa, yang diharapkan 
dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu dalam 
bahasa Perancis juga disebut Saksi A De Charge dan saksi yang diajukan 
oleh penuntut umum disebut Saksi A Charge yaitu saksi yang keterangannya 
memberatkan terdakwa, dan saksi De Auditiu yaitu saksi yang bukan 
menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, 
adapula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringkan terdakwa. 
Kehadiran saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut 
umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan 
bidang ilmunya masing-masing. Saksi ini tidak memihak kepada siapapun 
karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai dengan profesi yang 
menjadi bidang tugasnya. Saksi golongan ini disebut saksi ahli. 
Sekalipun KUHAP telah memberikan suatu arahan perlakuan yang 
sama terhadap semua saksi, tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran-
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pelanggaran seperti: saksi tidak boleh didampingi penasihat hukum, saksi 
ditekan dan diancam tanpa dapat berbuat apa-apa (O.C. Kaligis 2006:250). 
 
Lebih lanjut O.C. Kaligis (2006:253) mengemukakan: 
“seiring dengan adagium bahwa penggunaan Hukum Pidana selalu 
merupakan ultimum remedium bagi setiap upaya penindakan kejahatan. 
Sejalan juga dengan perkembangan pemikiran bahwa pemidanaan 
bukanlah bertujuan sebagai pembalasan (lex tallionis), melainkan untuk 
tujuan lain yaitu “pemasyarakatan.”. Hal ini tercermin  dalam UU Pokok 
Kekuasaan Kehakiman. Penggunaan adagium Hukum Pidana bukan 
saja harus diterapkan kepada seorang saksi. Dalam kenyataanya, saksi 
tidak pernah diberikan turunan BAP, padahal BAP yang sudah 
ditandatanganinya tersebut penting jika kelak saksi diuji keterangannya 
didepan pengadilan. Bandingkan dengan affidavit saksi dalam sistem 
common law dimana saksi boleh memiliki affidavit sebagai dasar pada 
cross-examination di persidangan agar saksi betul-betul siap dalam 
menjawab pertanyaan-pertanyaan barrister (pengacara di depan 
persidangan).” 
B. Tinjauan Umum Tentang Saksi 
1. Kategori Orang Yang Dikecualikan Sebagai Saksi 
Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan 
suatu kewajiban jika dipanggil oleh penyidik (Pasal 112 ayat (2)) yang 
diberikan kewenangan untuk itu (Pasal 112 ayat (1)). Penyidik menerbitkan 
“surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas 
dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. 
Jika saksi tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik, menurut pasal 
112 ayat (2) maka penyidik memanggil sekali lagi. Dengan perintah kepada 
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petugas untuk membawa padanya namun dalam praktik “dengan perintah 
membawa padanya” biasanya baru dilakukan pada “panggilan ketiga”. Akan 
Tetapi, dapat juga “penyidik” yang datang ketempat kediaman saksi (Pasal 
113 KUHAP) meskipun jarang terjadi tetapi diperkenankan oleh undang-
undang. 
Saksi akan memberikan keterangan. “Keterangan saksi” adalah salah 
satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari mengenai 
suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri 
dengan menyebuit alasan dari pengetahuannya itu. “(Pasal 1 butir 27 
KUHAP). Jadi ada 3 hal yang diterangkan saksi, yakni : 
- Yang didengar sendiri; 
- Yang dilihat sendiri ; 
- Yang dialami sendiri; 
“Keterangan saksi” tidak perlu harus mengenai semua kejadian.    
Sebagian dari kejadian/peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau 
didengar/dialami sendiri, merupakan “keterangan saksi”. 
 Pendapat atau rekaan dari hasil pemikiran seorang saksi, meskipun 
secara logika oleh pemikiran dapat diterima tetapi hal tersebut tidak 
merupakan “keterangan saksi”. Demikian juga keterangan yang diperoleh 
oleh orang lain atau cerita orang (kesaksian auditu) bukanlah “keterangan 
saksi”. Akan tetapi, ada kalanya kesaksian auditu bermanfaat untuk memberi 
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petunjuk kepada penyidik. Misalnya, si A menjelaskan bahwa C 
menceritakannya padanya. Kemudian saksi C didengar sebagai saksi dan 
memang benar C melihat kejadian/sebagian dari kejadian tersebut. Dalam 
hal ini, keterangan saksi A tidak diperlukan di pengadilan dan tidak perlu 
diikutkan dalam berkas-berkas, cukup keterangan saksi C saja. 
Ada beberapa ketentuan tentang “keterangan saksi” yakni : 
- Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam 
bentuk apa pun. Misalnya, diarahkan atau disugestikan atau 
dipengaruhi. Saksi diwajibkan memberikan keterangan yang 
sebenarnya. Hal ini dapat diingatkan kepada saksi-saksi tetapi 
“penyidik” sebaiknya mengutarakan sebelum saksi sidang 
mengutarakan keterangannya, saksi tersebut dapat tersinggung seolah-
olah petugas tidak dapat mempercayainya. Hal seperti ini perlu 
dihindari. 
- Untuk tujuan agar saksi tidak dipengaruhi siapa pun maka saksi 
diperiksa sendiri-sendiri (Pasal 116 ayat (2) KUHAP). 
 Pada Pasal 118  ayat (2) KUHAP, saksi diperkenankan tidak 
membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan. Hal ini mungkin 
terjadi karena berita acara tidak memuat keterangannya secara sempurna 
atau keliru memuatnya yang menurut penafsiran penyidik berkewajiban 
menulis tentang penolakan saksi dan alasan saksi. 
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 Saksi pada tingkat-tingkat penyidikan, tidak disumpah. Bagi saksi yang 
karena suatu alasan, diduga tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di 
pengadilan, misalnya, akan keluar negeri atau akan mengikuti ujian akhir 
suatu sekolah maka saksi tersebut memberikan keterangan dengan 
mengangkat sumpah. Berita cacara penyumpahan dilampirkan dalam berkas. 
 Saksi yang berdomisili di daerah hukum penyidik, pemeriksaan dapat 
dibebankan kepada penyidik di tempat tingggal saksi tersebut. Jika domisili 
saksi tersebut jauh, sebaiknya agar memberi keterangan dengan 
mengangkat sumpah. Hal ini sesuai dengan asas: cepat, sederhana, dan 
biaya ringan. 
 Seyogianya penyidikpun dalam pemeriksaan saksi wajib 
memperhatikan asas ”cepat, sederhana, dan biaya ringan”. Diharapkan 
dengan mempergunakan asas tersebut dengan cermat, tidak ditemukan lagi 
sebagaimana hal yang diutarakan M. Yahya Harahap, yang antara lain: 
“Tampaknya saksi yang diperiksa penyidik, benar-benar bingung, 
sehingga dalam berita acara pemeriksaan kita hanya dapat membaca 
jawaban atau keterangan saksi yang menjelaskan, sama sekali tidak 
mengetahui apa-apa pun akan peristiwa pidana yang bersangkutan. 
Namun demikian pun, penyidik tidak segan-segan mencantumkan saksi 
seperti ini dalam berita acara pemeriksaan”. (M. Yahya Harahap, 
Pustaka Kartini, Jilid I, 1988, hlm. 146). 
  
Dengan memuat berita acara pemeriksaan saksi seperti yang 
diutarakan M. Yahya, sudah barang tentu menghabiskan waktu untuk 
membacanya sedangkan keterangan saksi yang tercantum dalam berita 
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acara pemeriksaan tersebut tidak mempunyai nilai apa pun. Dalam rangka 
penghematan terhadap pemeriksaan saksi-saksi, perlu diketahui “Surat 
edaran” Mahkamah Agung RI No. Tahun 1985 (lihat lampiran 8) yang pada 
intinya agar dibatasi pemanggilan saksi untuk dihadirkan di depan Sidang 
Pengadilan dengan tujuan penghematan/efesiensi. 
 Ada saksi-saski yang oleh Undang-Undang dapat diatur: 
- Dapat mengundurkan diri  
- Minta dibebaskan 
- Memberi keterangan tanpa sumpah 
- Saksi-saksi yang dapat mengundurkan diri adalah saksi yang tercantum 
pada Pasal 168 KUHAP yang berbunyi : 
“Kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat 
didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: 
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah 
sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 
terdakwa ; 
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, 
saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan 
karena perkawinandan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat 
ketiga; 
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang secara 




“Atau yang bersama-sama sebagai terdakwa” diperlukan karena 
dikhwatirkan “hubungan kekeluargaan” dapat dirusak dan pula sulit 
diharapkan dari mereka diperoleh keterangan yang sebenarnya. Akan 
tetapi jika penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujui atas 
kehendak saksi maka dapat memberi keterangan di bawah sumpah 
(Pasal 169 ayat (1)KUHAP). 
Saksi karena jabatan diwajibkan mentyimpan rahasia, dapat minta 
dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi (Pasal 
170 KUHAP). 
Saksi yang memberi keterangan tanpa disumpah: 
- Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. 
- Orang gila/sakit ingatan, meskipun kadang-kadang ingatannya baik 
(Pasal 171 KUHAP). 
- Yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang tercantum pada Pasal 
168 KUHAP tanpa persetujuan penuntut umum dan terdakwa (Pasal 
169 ayat (2) KUHAP). 
 “Penyidik” yang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi perlu 
menyadari bahwa keterangan saksi yang akan diberikan kemungkinan dapat 
membantunya. Dengan kesadaran demikian, harus dicegah perilaku penyidik 
yang menyudutkan saksi atau perilaku yang mempermalukan saksi seolah-
olah tersangka di zaman HIR. Hargailah saksi dengan cara, jika dalam 
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panggilan diminta hadir pada jam 09.00 WIB, hindarkan saksi tersebut 
menunggu demikian, hal-hal yang menyebabkan ia terlupa sebagian dapat 
dicegah. Untuk lebih jelas dilampirkan contoh Berita Acara Pemeriksaan 
Saksi (Lampiran IV). 
 Sebagai penutup mengenai keterangan saksi ini, agar diperhatikan 
Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang merumuskan asas Unus testis Nullus testis 
(satu orang saksi, bukan saksi) yakni keterangan satu orang saksi saja, tidak 
cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 
 Menjadi saksi adalah suatu kewajiban bagi setiap orang yang menjadi 
saksi kemudian dipanggil ke suatu persidangan untuk memberikan 
keterangan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 159 ayat 
(2) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah 
dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan 
untuk menyangkal bahwa saksi tidak akan mau hadir, maka hakim ketua 
sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke 
persidangan. 
 Hanya sebelum betindak hakim terlebih dahulu diperiksa, apakah 
saksi yang bersangkutan telah dipanggil dengan baik secara tertulis, dan jika 
memang ternyata demikian, maka yang menjadi persoalan adalah apakah 
perkara tersebut akan dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak, hal tersebut 
akan tergantung pada banyak atau kurang pentingnya keterangan dari saksi 
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yang tidak hadir tersebut. Mengenai hal ini, hakimlah yang memutuskannya. 
Jika diputuskan untuk menunda pemeriksaan perkara pidan tersebut, maka 
hakim barulah yang akan memberitahukan pemanggilan kembali saksi yang 
tidak hadir tersebut dan membawanya kemuka sidang, hal mana oleh hakim 
dimintakan pelaksanaannya oleh jaksa. Di samping itu, saksi yang ingkar 
menghadap pengadilan tersebut dapat dituntut atas dasar Pasal 216 dan 
Pasal 522 KUHP. 
2. Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Sistem Pembuktian Hukum 
Pidana 
Pada umunya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang 
paling utama dalam perkara pidana. Hampir tidak ada perkara pidana yang 
luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya 
disamping pembuktian dengan alat bukti lain, biasanya masih diperlukan 
pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 
Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau the degree of 
evidence keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian 
mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa 
pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar 
keterangan seseorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang 
memiliki nilai kekeuatan pembuktian, hatus dipenuhi aturan ketentuan 
sebagai berikut: 
(a) Harus mengucapkan sumpah atau janji 
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Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum memberikan 
keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Sumpah atau 
janji tersebut wajib dilakukan menurut cara agamanya masing-masing 
yang berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-
benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Pada prinsipnya 
sumpah wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan , tetapi 
dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji 
dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangan. 
(b) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti 
Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti, 
keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai 
dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu: 
1. Yang saksi lihat sendiri  
2. Saksi dengar sendiri 
3. Dan saksi alami sendiri  
4. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu 
(c) Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan agar keterangan 
saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan 
disidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat 
(1) KUHAP, keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan 
(Outside the Court) bukan merupakan alat bukti, tidak dapat 
dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun 
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misalnya hakim, penuntut umum, atau terdakwa mendengar keterangan 
seseorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang di 
periksa dan keterangan itu mereka dengar di depan halaman kantor 
pengadilan, maka keterangan tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat 
bukti karena tidak dinyatakan di depan sidang pengadilan. 
(d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup 
Supaya keterangan saksi dianggap cukup membuktikan kesalahan 
terdakwa harus dipenuhi paling tidak sedikit atau sekurang-kurangnya 
dengan dua alat bukti. Dengan demikian, keterangan saksi saja baru 
bernilai sebagai suatu alat bukti yang harus di tambah dan dicukupi 
dengan bukti yang lain. Jadi bertitik tolak dari Pasal 185 ayat (2), 
keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti 
yang belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa, atau unus testis 
nullus testis, ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum 
hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa di tambah dengan 
keterangan saksi yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak 
dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. Ketentuan ini berlaku dalam proses 
pemeriksaan perkara secara biasa. Dalam pemeriksaan acara cepat, 
keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yangsah, seperti 
yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP. 
30 
 
Yahya Harahap menyatakan (2001:268) apabila hakim menghadapi 
masalah seperti ini biasanya hakim atau penuntut umum mencoba 
mencukupi keterangan saksi tunggal dengan alat bukti petunjuk. Petunjuk 
yang mendpat ditarik dari atau digali dan dijabarkan hakim atau penuntut 
umum dari keterangan terdakwa atau dari “kejadian” maupun dari “keadaan” 
yang ada persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi 
tidak mudah mencari suatu petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti harus 
terdapat persesuaiannya antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan 
peristiwa pidana. 
Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara 
pidana mempunyai kekuatan pembuktian bebas, maksudnya pada alat bukti 
kesaksian tidak melekat sifat pembuktian sempurna dan juga tidak melekat 
didalamnya sifat kekuatan pembuktian sempurna dan juga tidak melekat 
didalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. 
Keterangan saksi juga sama sekali tidak mengikat bagi hakim. Hakim bebas 
menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim 
untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim menilai kekuatan 
atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima 
ataupun menyampingkannya. 
Pasal 174 KUHAP mengatur hal seorang saksi memberi keterangan 
dibawah sumpah yang disangka bohong atau yang lazim disebut dengan 
sumpah palsu. Dalam hal ini hakim harus memperingatkan seorang saksi 
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atas persangkaan adanya sumpah palsu sehingga barangkali saksi akan 
menarik kembali keterangan yang disangka bohong tersebut. Seorang saksi 
masih diizinkan untuk menarik kembali keterangannya dan menerangkan 
keadaan sebenarnya. Pasal 174 Ayat (2) menyebutkan, apabila saksi tetap 
bertahan pada keterangannya yang telah dianggap dusta tadi, maka hakim 
dapat memerintahkan untuk menahan sementara saksi tersebut untuk 
selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Jika 
pemeriksaan suatu perkara pidana tidak dapat dilanjutkan karena 
keputusannya justru tergantung pada kesaksian yang disangka palsu, maka 
sidang perkara tersebut dapat ditunda dan pemeriksaan selanjutnya 
ditentukan sampai selesainya ditentukan tuntutan pidana terhadap saksi 
tersebut. Dalam hal penahanan terhadap saksi diperintahkan oleh hakim 
maka panitera haru membuat berita acara yang ditandatangani oleh hakim 
dan panitera kemudian akan dijadikan landasan penuntutan pidana terhadap 
saksi tersebut. 
Pengertian saksi secara sederhana adalah orang yang mengetahui, 
melihat, mendengar serta mengalami sendiri suatu peristiwa tindak pidana 
yang sedang diperkarakan. 
Lebih jelas pengertian saksi ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang 
Acara Pidana (KUHAP), yang tepatnya termuat dalam Pasal 1 Angka 26 
KUHAP bahwa : 
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“saksi adalah orang yang dapat memberikan keteranagan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu 
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri.” 
Dengan demikian jelas bahwa untuk dapat menjadi saksi yang 
keterangannya merupakan alat bukti yang sah dalam suatu perkara pidana. 
Haruslah seorang yang benar-benar mendengar, melihat, dan mengalami 
sendiri atau lazimnya disebut dengan testimonium de auditiu ini tidak 
mempunyai kekuatan untuk menjadi alat bukti yang sah . 
Wirjono (1981:98) mengatakan kesaksian de auditiu “hakim dilarang 
memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditiu keterangan 
yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Keterangan 
semacam ini tidak boleh dipakai sebagai alat bukti tentang terjadinya 
keadaan itu. 
Selanjutnya, Andi Hamzah (1996:261) juga mengatakan kesaksian de 
auditiu sesuai dengan penjelasan KUHAP tidak diperkenankan sebagai alat 
bukti. 
Sehubungan dengan keterangan saksi ini menyangkut masalah 
berapakah jumlah saksi yang sesuai untuk kepentigan peradilan, yaitu 
dengan mengetengahkan prinsip huku yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) 
KUHAP, yaitu bahwa keterangan seorang saksi saja dinilai tidak cukup untuk 
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menyatakan bahwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya  
unus testis nullus testis, yang intinya adalah satu saksi, bukan saksi. 
 
 
C. Peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) 
1. Kedudukan LPSK 
UU PSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa 
yang dimaksud mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga 
yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ 
negara (state organs) yang di idealkan  independen dan karenanya berada 
diluar cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun 
memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.  
Seperti yang dikatakan Muhadar (2010:206) yang dimaksud dengan 
independen dalam berbagai kepustakaan adalah: (1) berkaitan erat dengan 
pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan 
sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang 
bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat 
sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden karena meupakan bagian dari 
eksekutif; (2) bila dinyatakan secara tegas oleh Kongres dalam undang-
undang komisi yang bersangkutan atau bila Presiden dibatasi untuk tidak 
secara bebas memutuskan (discretionary decision) pemberhentian komisi; (3) 
Sifat independen juga tercermin dari kepemimpinan yang kolektif, bukan 
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hanya seorang pimpinan; (4) kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal 
dari partai politik tertentu dan; (5) masa jabatan pemimpin komisi tidak habis 
secara bersamaan, tetapi bergantian (starggerd terms). 
Karena merupakan lembaga yang mandiri maka kemudian UU PSK 
tidak meletakkan struktur LPSK Berada di bawah instansi manapun baik 
instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Walaupun 
dari segi financial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan negara. 
Pilihan UU terhadap model lembaga seperti ini tentunya menyerupai berbagai 
lembaga negara yang telah ada seperti: Komnas HAM, KPK, PPTAK dan lain 
sebagaiannya. Apa yang menjadi pertimbangan dari para perumus UU untuk 
menetapkan model lenbaga seperti ini? Dari berbagai dokumen yang ada, 
keputusan untuk memilih model lembaga ini terkait dengan beberapa 
argumentasi. Pertama, keinginan untuk membuat lembaga yang secara 
khusus mengurusi masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada 
dibawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, Komnas 
HAM atau Departemen Hukum dan HAM. Kedua, karena institusi lainnya 
sudah memiliki beban tanggungjawab yang besar, oleh karena itu jangan 
sampai program perlindungan membebani lagi lembaga-lembaga tersebut. 
Bila kita bandingkan dengan beberapa model lembaga perlindungan saksi di 
beberapa negara, maka kedudukan lembaga perlindungan saksinya berada 
dibawah supervisi dari instansi tertentu. Amerika Serikat misalnya, program 
perlindungan saksi (WITSEC) berada dibawah Departement of Justice yang 
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dipimpin oleh Jaksa Agung, yang ditujukan untuk mempermudah akses dan 
koordinasinya. Afrika Selatan, juga membuat model yang hampir sama. 
Sedangkan Kanada meletakkan program perlindungan saksi dibawah Jaksa 
Agung yang dikelola oleh komisioner. Inggris memiliki program perlindungan 
saksi yang berada dalam struktur kepolisian negara bagian, dan juga saksi 
yang berada dalam struktur kepolisian federal, demikian juga dengan 
program perlindungan  saksi di Jerman yang berada dalam struktur 
kepolisian yang disebut sebagai zeugenschuttz-dienststellen (unit 
pelindungan saksi. Bila dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan maka 
LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung 
(supporting) dari pekerjaan lembaga/institusi lainnya. Implikasinya, atas 
karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari 
keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada. Dari segi politik ini 
membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar bisa menempatkan 
diri pada posisi tersebut. Oleh karena itulah maka LPSK dengan jelas harus 
membangun posisi kelembagaannya yang berada diantara dua kepentingan 
yakni kepentingan pertama yang dimandatkan oleh UU PSK sebagai lenbaga 
yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan kedua yakni untuk 
menjalankan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam 
prakteknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut. 
UU No. 13 Tahun2006 memprioritaskan kedudukan LPSK ini berada di 
ibukota negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat 
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dimaklumi bagi kedudukan sebuah lembaga Negara. Namun disamping 
berkedudukan di ibukota negara, Undang-Undang juga memberikan 
keleluasan bagi LPSK untuk membentuk perwakilan lainnya di daerah lainnya 
jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari LPSK. Pilihan Undang-
Undang memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan 
adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah republik 
Indonesia yang lumayan luas dan akses informasi maupun komunikasi yang 
terbatas baik antar wilayah maupun antar ibukota dengan wilayah lainnya. 
Lagipula, kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru 
paling banyak diluar wilayah ibu kota Negara RI. Perwakilan di daerah 
lainnya bisa ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada di tingkat region 
tertentu, Indonesia Timur, Indonesia Barat dan lain sebagainya. Perwakilan 
LPSK juga bisa didirikan ditiap provinsi atau bahkan ditingkat kabupaten-
kabupaten tertentu. Atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) 
LPSK Perwakilan biasa juga didirikan wilayah terpilih, misalnya karena 
tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK 
mendirikan kantor perwakilannya. Disamping itu perwakilan untuk LPSK ini 
bisa juga didirikan secara permanen  atau secara permanen atau secara ad 
hoc tergantung situasi yang mendukungnya. Walaupun idelanya LPSK ini 
ada ditiap wilayah Propinsi, namun kebutuhan untuk mendirikan perwakilan 
tersebut juga akan memberikan implikasi atas sumber daya yang besar pula, 
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baik dari segi pembiayaan, maupun penyiapan infrastruktur dan suberdaya 
manusianya.  
Selanjutnya Muhadar berpendapat (2010:208) : 
“Jangan sampai pendirian perwakilan tersebut justru malah 
kontraproduktif dengan tujuan dari LPSK misalnya makin membebani 
kerja-kerja yang justru menjadi prioritas LPSK karena problem 
administrasi dan lain sebagainya. Selain itu perlu dibuat sebuah standar 
kerja, indicator kebutuhan dan standar prioritas bagi pendirian 
perwakilan LPSK. Jangan sampai pendirian tersebut karena alasan-
alasan yang berada diluar kebutuhan dari LPSK sendiri. Disamping itu 
dalam hal pendirian perwakilan dibutuhkan pula rencana jangka panjang 
yang strategis dalam hal kontinuitas lembaga, jangan sampai LPSK 
pusat hanya mampu membangun atau mendirikan perwakilan namun 
tidak begitu peduli atas sumber daya yang harus disiapkan untuk 
berjalannya lembaga perwakilan tersebut. Masalah koordinasi antar 
perwakilan juga perlu diperhatikan dengan serius terutama berkaitan 
dengan jurisdiksi atau perwakilan. Demikian pula dukungan dari instansi 
terkait di wilayah perwakilan”. 
 
2. Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab LPSK 
UU No. 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan 
bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat 
menjadi LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk 
memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun UU PSK tidak merinci 
tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus UU 
kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu 
bagian atau bab tersendiri dalam UU No. 13 Tahun 2006 seperti peraturan 
lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU. Tugas dan kewenangan 
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LPSK yang tersebar dalam UU No. 13 Tahun2006 seperti peraturan lainnya, 
melainkan menyebarkan di seluruh UU. Tugas dan kewenangan LPSK yang 
tersebar dalam UU No. 13 Tahun 2006, yaitu: 
a. Menerima permohonan Saksi dan /atau Korban untuk perlindungan 
(Pasal 29). 
b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atauy 
Korban (Pasal 29). 
c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban . 
d. Menghentikann program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 
32) 
e. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginankorban) berupa hak 
atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi 
tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7). 
f. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili 
korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34). 
g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran baiaya yang 
diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 
34). 
h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenag dalam 
melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39). 
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Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU 
PSK terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika 
di perhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandate  dari 
undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang 
memadai. Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan 
LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam UU. No. 13 Tahun 2006 
yakni, diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persidangan 
apapun. LPSK sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan-peraturan yang 
berhubungan dengan : 
 Bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan; 
 Penyediaan tempat khusus bagi saksi di pengadilan; 
 Konsultasi bagi para saksi ; dan 
 Hal-hal lain oleh LPSK dipandang sangat perlu diatur untuk 
menyediakan pelayanan bagi saksi di pengadilan; 
 Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan saksi 
dan orang-orang terkait, termasuk menyangkut perlindungan sementara 
dan layanan-layanan lainnya; 
 Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan 
orang-orang institusi atau organisasi. Misalnya membuat kesepakatan 
dengan Departemen dilingkungan Pemerintahan lainnya, atau membuat 
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perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan 
LPSK yang lebih luas yakni: 
 Diberikan wewenang untuk (1) menggunakan fasilitas atau 
perlengkapan-perlengkapan milik atau yang ada dibawah penguasaan 
Departemen, orang institusi atau organisasi tersebut; (2) mendapatkan 
dokumen-dokumen atau informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan 
dalam rangka perlindungan seseorang yang dilindungi; atau 
menyangkut berbagai hal yang akan membuat ketentuan Undang-
Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat berjalan. 
 Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan-
ketentuan UU PSK mesti dijalankan oleh kantor-kantor cabangnya jika 
ada dan menunjuk tempat-tempat yang akan difungsikan sebagai 
tempat-tempat aman. LPSK harus juga mengawasi para staf di lembaga 
perlindungan saksi; dan boleh menjalankan kewenangan dan harus 
melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, 
ditugaskan atau di bebankan kepadanya oleh atau berdasarkan 
Undang-Undang. 
 Secara tertulis mendelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas 
yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya kepada 
anggota lain di LPSK. Anggota LPSK yang didelegasikan kewenangan, 
fungsi dang tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian diatas, 
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harus menjalankan kewenangan, melaksanakan fungsi dan tugas-tugas 
dibawah pengawasan dan petunjuk dari ketua LPSK 
 Ketua LPSK dapat sewaktu-waktu mencabut pendelegasian 
kewenangan, fungsi dan tugas-tugas tidak menghalangi ketua 
menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan 
tugas-tugas itu sendiri; 
 Semua Departemen dilingkungan Pemerintah harus memberikan 
bantuan yang sekiranya diperlukan dalam rangka menjalankan, 
melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas 
yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepada ketua oleh atau 
menurut UU PSK; 
 Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam kaitannya 
dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan 
rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban termasuk ketika 
saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan-persidangan 
pidana. 
 Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data-data 
tertentu dari saksi (rahasia) yang masuk dalam program perlindungan 
saksi problem atas minimalnya kewenangan dari LPSK dalam 
prakteknya akan menyulitkan peranan-peranan dari LPSK. Karena tidak 
bisa di pungkiri bahwa pada umunya problem eksistensi antar lembaga 
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Negara maupun antar instansi pemerintah bisa dikatakan tidak akan 
pernah hilang. 
Perlu diperhatikan pula jangan sampai kewenangan dari LPSK 
berbenturan pula dengan kewenangan lembaga lainnya. Hal ini pula yang 
harus dikaji lebih dalam kerja-kerja LPSK dimasa datang. Jika ada benturan 
kepentingan ataupun mandate sebaiknya segera mungkin di perkecil 
(Muhadar 2010:211). Namun, karena UU No. 13 Tahun 2006 sudah 
menentukan secara terbatas kewenangan dari LPSK maka, untuk membantu 
dan mendukung kerja-kerja LPSK  nantinya sebaiknya telah terbentuk, LPSK 
harus segera harus membuat (pemetaan ) daftar kewenangan dan turunan 
kewenangan yang telah dimandatkan dari UU No. 13 Tahun 2006. Setelah 
melakukan pemetaan, LPSK kemudian menyisir beberapa kelemahan dari 
kewenangan dan menutupinya dengan menetapkan dalam sebuah 
keputusan internal LPSK. Walaupun natinya keputusan LPSK 
mungkinterbatas sekali dapat diterapkan di luar LPSK. Namun dengan 
melakukan pemetaan kebutuhan, (tentunya untuk memperbesar 
kewenangan) LPSK juga bisa menggunakan perjanjian-perjanjian atau atau 
membuat Surat Keterangan Bersama (SKB) dengan berbagai instansi 
lainnya, tentunya dengan difasilitasi oleh pemerintah. Dengan menggunakan 
model SKB atau perjanjian kerjasama ini diharapkan problem kewenangan 
antar lembaga ini dapat diminimalisir. 
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Undang-Undang No.13 Tahun 2006 menyatakan LPSK 
bertanggungjawab kepada Presiden. Implikasi atas hal ini maka presiden 
sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggungjawab atas kerja-kerja dari 
LPSK dan oleh karena itu pula maka presiden harus memfasilitasi lembaga 
ini sesuai dengan mandat dan tugasnya. Jangan sampai lembaga ini 
dibiarkan menjadi lembaga yang dikucilkan dan tak terdukung oleh Presiden. 
Disamping itu UU PSK menugaskan LPSK untuk membuat laporan secara 
berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Penugasan ini adalah sebagai fungsi 
control DPR sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Namun perlu diperhatikan 
isi dan format seperti apa yang harus dilaporkan kepada DPR maupun 
Presiden. Karena laporan-laporan tersebut jangan sampai membuka 
informasi yang justru telah ditetapkan sebagai rahasia oleh LPSK dan UU No. 
13 Tahun 2006. Disamping sebagai fungsi control dan pengawasan kinerja, 
DPR juga seharusnya menjadi partner dari LPSK baik sebagai pendukung 
program LPSK maupun pemberi rekomendasi yang dapat membantu 
pengembangan program LPSK itu sendiri. 
3. Kerjasama LPSK Dengan Lembaga/Instansi Lainnya Dalam 
Melaksanakan Fungsi dan Kewenangannya 
Dalam melaksanakan pemberian perlindungan daan bantuan, LPSK 
dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait yang berwenang. Dalam 
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melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi terkait, sesuai 
dengan kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari paparan 
tersebut terlihat bahwa LPSK dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh 
berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini sudah 
seharusnya diberikan. 
Karena sudah menjadi platform umum, bahwa masalah yang terkait 
dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui 
pendekatan multi lembaga. Dengan memakai platform ini, maka lembaga 
perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya 
menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan 
dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya 
wilayah negara seperti di Indonesia maka tidaklah mungkin LPSK akan 
bekerja efektif jika tidak bekerjasama dengan instansi lainnya. 
Sebagai contoh, berkaitan dengan intimidasi dan ancaman yang serius 
yang melibatkan relokasi saksi baik relokasi sementara maupun permanen, 
kerjasama antar lembaga dengan program perlindungan saksi sangatlah 
penting baik dalam mengamankan perpindahan saksi dari rumah mereka 
dengan komunitas baru. Misalnya, akomodasi harus segera ditemukan, 
catatan atau rekam medis maupun sekolah harus dipindahkan, demikian juga 
mengenai catatan keuangan yang terkait dengan bank, demikian pula 
dengan keberlanjutan dalam hal pekerjaan. 
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Namun jika seseorang merupakan saksi yang berisiko terkena intimidasi 
yang serius yang mungkin juga akan mengancam jiwanya maupun 
keluarganya dan memiliki kemungkinan akan ada usaha dari pihak lain untuk 
melacak keberadaannya, maka sangatlah penting bila hubungan dengan 
lembaga-lembaga terkait dilakukan secara cepat dan aman.  
Oleh karena penting sekali dilakukan oleh LPSK di Indonesia untuk 
melakukan pemetaan yang komprehensif berkenaan dengan dukungan dari 
lembaga atau instansi terkait, melakukan pendalaman peran yang mungkin 
bisa dilakukan oleh masing-masing lembaga dan mengidentifikasi beberapa 
isu yang perlu diperhatikan yang akan muncul dari hasil kerjasama antara 
lembaga lain. 
Terkait dengan kerjasama antar lembaga/instansi, maka perlu 
diperhatikan beberapa hal. Pertama, para ahli atau pejabat-pejabat dari 
lembaga terkait dengan lembaga perlindungan saksi haruslah memberikan 
tanggapan yang efektif dan konsisten. Kedua, walaupun kerjasama telah 
dilakukan namun dengan membatasi hubungan dengan beberapa orang di 
tiap lembaga, maka resiko yang membahayakan saksi dapat diperkecil. 
Ketiga, hubungan antar lembaga yang kuat yang dibangun di antara para staf 
maupun pejabat lembaga perlindungan saksi dengan pejabat lembaga lain 
sangatlah penting menangani masalah-masalah yang mungkin timbul saat 





A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan proposal ini yaitu di Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban  (LPSK). 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana proposal ini, 
penulis menetapkan lokasi penelitian pada Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK). Pemilihan tempat atau lokasi penelitian ini atas dasar 
instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam 
penulisan proposal ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitan ini : 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung 
dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait, yakni 
unsur Pimpinan dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK). 
2. Data sekunder adalah data yang penulis telusuri melalui kajian pustaka 
baik bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
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majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yan penulis 
anggap relevan dengan masalah yang di bahas. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
 Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literature-
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang 
diambil penulis ada yan berasal dari dokumen-dokumen penting maupun 
dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
 Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan melakukan 
wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak 
yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah 
dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. 
Analisi kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka 
secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari 
objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu 
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pada konsep doctrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang 
digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan 























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan LPSK Terhadap Saksi dan  
Korban 
Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kurang untuk di 
perhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada 
kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka 
berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian 
perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan 
terpidana. 
Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, terlebih dahulu 
saksi dan korban harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan 
oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan yang tercantum 
dalam Pasal 28 UU NO. 13 Tahun 2006 mengenai Syarat Pemberian 
Perlindungan dan Bantuan. 
Persyaratan materiil dapat tidaknya seseorang dilindungi oleh LPSK 
diatur dalam ketentuan Pasal 28 UU No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa 
dalam Perjanjian Perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak pidana 




a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban ; 
b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban ; 
c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau 
Korban ; 
d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau 
Korban. 
Berangkat dari hal tersebut penulis melihat bahwa LPSK dalam 
memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan/atau korban terlebih 
dahulu saksi dan/atau korban mengajukan permohonan kepada LPSK baik 
dalam bentuk tulisan atau lisan dan bisa juga diwakilkan oleh keluarganya. 
Selanjutnya LPSK akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon 
mengenai dapat diterima atau tidaknya permohonan pemberian bantuan 
tersebut. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu 
Susilaningtias selaku Tenaga Ahli Divisi Penerimaan Permohonan LPSK 
maka diperoleh data dari hasil peneitian mengenai jumlah permohonan yang 







 JUMLAH PERMOHONAN PERLINDUNGAN KEPADA LPSK DARI 
TAHUN 2010-2014 
NO. TAHUN JUMLAH PERMOHONAN 
1. 2010 150 
2 2011 355 
3 2012 640 
4 2013 1560 
5 2014 637 akhir Juni 
Sumber : Divisi Penerimaan Permohonan LPSK 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah permohonan yang masuk 
di LPSK mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2013 yang tercatat 
ada 1560 permohonan yang masuk di Divisi Penerimaan Permohonaan 
LPSK dan di akhir Bulan Juni 2014 terdapat 637 permohonan yang diterima 
LPSK. 
Terkait dengan pemberian bantuan bagi saksi dan/atau korban dalm UU 
Nomer 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemberian bantuan kepada 
saksi/korban merupakan bagian yang inheren dari pemberian perlindungan 
dan bantuan yang diberikan oleh LPSK. Lebih lanjut, bantuan yang 
dimaksudkan oleh UU yang disebutkan Pasal 6 mencakup pertama bantuan 
medis, kedua bantuan rehabilitasi psikososial. 
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Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 
Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada saksi dan 
korban. Bantuan yang diberikan melalui UU adalah bantuan khusus yang 
diberikan kepada saksi dan korban karena timbulnya penderitaan fisik 
maupun psikis yang diderita oleh korban dimana bantuan dan 
perlindungannya di tentukan melalui proses penetapan oleh Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemberian bantuan ini secara 
khusus diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi 
dan/atau korban dan secara umum untuk mendukung/membantu proses 
penegakan hukum pidana khususnya dalam proses penegakan hukum bagi 
pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. 
Dalam penelitian yang dilakukan Penulis di LPSK terdapat urutan-urutan 
pemberian bantuan bagi saksi dan korban yang mengajukan permohonan 
perlindungan yang terdapat dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban Tentang Standar Operasional Pemberian Bantuan Medis dan 
Psikososial Nomer 4 Tahun 2009. LPSK terdapat urutan-urutan pemberian 
bantuan bagi saksi dan korban yang mengajukan permohonan perlindungan 
yang terdapat dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
Tentang Standar Operasional Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial 




Dalam pengajuan permohonan perlindungan tersebut mencakup 
mengenai, Pertama Persyaratan Formil yang terdiri dari Identitas Pemohon 
(Nama Lengkap,Umur/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat KTP/alamat 
tinggal terakhir, Status Perkawinan, Agama, Pekerjaan, Pendidikan, Jumlah 
dan Nma Anggota Keluarga), Kedua Pemohon memasukkan berkas-berkas 
terkait kasus yang dialaminya, Ketiga LPSK mengecek mengenai informasi 
yang diberikan pemohon apakah informasinya benar dan terancam oleh 
seseorang, Keempat LPSK melakukan proses menelaah permohonan 
perlindungan yang diajukan pemohohon dalam penentuan di rapat paripurna 
LPSK. 
Terdapat Jenis-Jenis Kasus yang masuk di Lembaga Pelindungan Saksi 




NO JENIS KASUS JUMLAH 
1 Pemerkosaan 2 
2 Korupsi 18 
3 Penganiayaan 16 
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4 Penggelapan 2 
5 Pelanggaran HAM Berat 470 
6 Penelantaran Terhadap Anak 2 
7 Perampasan Kemerdekaan  1 
8 Narkotika 2 
9 Trafficking, Penganiayaan dan Kejahatan 
Terhadap Anak 
37 
10 Persetubuhan terhadap anak 2 
11 Perbuatan tidak menyenangkan 1 
12 Pengancaman 1 
13 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 4 
14 Pemerkosaan Terhadap Anak 3 
15 Pembunuhan 3 
16 Tindak Pidana Perdagangan Orang 63 
17 Pencemaran Nama Baik 1 
18 Pencabulan Terhadap Anak 1 
19 Pencabulan 1 
20 Pemalsuan Dokumen 7 
TOTAL  637 
Sumber : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
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Dilihat dari jenis kasus pada tabel diatas menunjukkan bahwa laporan-
laporan permohonan perlindungan hukum yang masuk di LPSK kebanyakan 
mengenai kasus Pelanggaran HAM Berat dengan jumlah 470 diikuti kasus 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan jumlah 63 kasus begitupula 
dengan Trafficking, Penganiayaan dan Kejahatan Terhadap anak dengan 
jumlah 37 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa saksi dan/atau korban sangat 
membutuhkan bantuan dari LPSK sebagai lembaga yang dapat memberikan 
perlindungan hukum untuk saksi dan korban yang merasa diri mereka 
terancam terhdap kasus yang dialaminya. 
Pada kasus pelanggaran HAM Berat, korban berhak mendapatkan 
bantuan Kompensasi dan Restitusi dari pengadilan dalam hal ini melalui 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ). 
Menyangkut mengenai kompensasi dan restitusi yang dalam hal ini 
salah satu bentuk perlindungan hukum untuk korban yang mengalami 
pelanggaran HAM berat dapat diajukan oleh Korban, Keluarga atau 
Kuasanya disertai dengan surat kuasa khusus yang bermaterai.. Pengajuan 
permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan  penyelidikan 
pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan 
tuntutan oleh penuntut umum.  
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Menurut Ibu Susilaningtias untuk mengajukan kompensasi ke Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban permohonan Kompensasi tersebut haruslah 
memuat Identitas Pemohon, lampiran mengenai peristiwa pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat yang dia alami, siapa pelaku yang melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kerugian apa saja yang di derita 
korban dan juga bentuk kompensasi yang diminta untuk dapat diperiksa oleh 
LPSK dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak permohonan kompensasi 
tersebut diterima dari korban, keluarga korban ataupun kuasanya. Dan 
apabila sudah dinyatakan lengkap LPSK segera melakukan pemeriksaan 
substantif. Sama halnya dengan kompensasi, permohonon untuk 
mengajukan Restitusi dapat juga dilakukan oleh korban, keluarga atau 
kuasanya ke LPSK dengan proses yang sama dengan pemberian bantuan 
Kompensasi. 
Dalam penelitian ini, Penulis juga membahas mengenai bentuk 
perlindungan hukum bagi Saksi Pelapor atau yang biasa disebut 
Whistleblower dan juga Justice Collaborator, bahwa perlindungan hukum 
bagi Whistleblower dan juga Justice collaborrator belum diatur pasti 
mengenai status dan kedudukan mereka dalam UU nomer 13 Tahun 2003, 
karena di dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomer 13 Tahun 2006 hanya sebatas 
penuntutan mengenai Saksi, Korban dan Pelapor. Mengenai seorang Saksi 
yang juga tersangka dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomer 13 Tahun 2013 yang 
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hanya mengintikan bahwa saksi yang tersangka dalam kasus tersebut, 
kesaksian yang ia berikan dipersidangan dapat dijadikan pertimbangan hakim 
dalam meringankan hukumannya, disini tidak dibahas mengenai Reward 
untuk Justice Collaborator atas kesaksian yang ia berikan.  
Dalam RUU UU Nomer 13 Tahun 2006, Saksi Pelaku dapat diberikan 
penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas 
kesaksian yang diberikan. Penangan yang dimaksud berupa Perlindungan 
Hukum untuk Saksi Pelaku yakni: Pertama, pemisahan tempat penahanan 
atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, 
terdakwa, dan/atau Narapidana yang diungkap tindak pidananya. Kedua, 
pemisahan pemberkasan antara Berkas Saksi Pelaku dengan berkas 
tersangka dan terdakwa dalam prose penyidikan dan penuntutan atas tindak 
pidana yang diungkapkannya; dan/atau. Ketiga, memberikan kesaksian di 
depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang 
diungkap tindak pidana. 
Untuk reward (penghargaan) bagi Justice collaborator atas 
kesaksiannya dalam RUU No.13 Tahun 2006 dipaparkan berupa 
pembebasan dari tuntutan pidana, keringanan penjatuhan pidana, 
pembebebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai 




Untuk masalah pembebasan dari tuntutan pidana yang telah disebutkan 
diatas, dalam hal ini LPSK mengajukan permohonan tertulis kepada Penuntut 
Umum. 
Sedangkan untuk melindungi Saksi Pelapor (Whistleblower) yang 
mengetahui adanya tindak pidana tertentu, Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban juga memberikan bantuan perlindungan hukum bagi Whistleblower 
dengan menempatkan di Rumah Aman yang disiapkan oleh LPSK  agar 
keberadaannya tidak di ketahui oleh orang yang terlibat dalam tindak pidana 
tertentu atas laporan yang diberikan Whistleblower. LPSK juga berusaha 
memberikan bantuan perlindungan bagi Saksi Pelapor agar laporannya 
tersebut tidak menjadi boomerang bagi Saksi Pelaku agar tidak di laporkan 
balik terhadap laporan awalnya. 
Penulis dalam penelitian ini juga mewawancarai Bapak Bambang 
Satrijadhi selaku Tenaga ahli Divisi Hukum Kerjasama dan Pengawasan 
Internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai sudah sejauh 
mana proses Revisi UU Nomer 13 Tahun 2006? Menurut pemaparan beliau, 
pembahasan mengenai Revisi UU PSK ini sudah memasuki pada tahap 
pembahasan tingkat I yaitu penyampaian keterangan pemerintah dalam hal 
ini LPSK terhadap pengacuan Revisi UU PSK, sekarang ini masih ada 2 
sidang menyangkut Revisi UU PSK dan pembukaan akan dilaksanakan pada 
Tanggal 16 Agustus 2014 yang mengagendakan mengenai Pembahasan. 
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Ditingkat 2 sudah dibahas dalam tingkat Komisi dan akan terus berlanjut di 
Panja.Ditingkat 3 mengenai Finalisasi dilanjutkan ditingkat 4 dengan Rapat 
Pleno. Menurut penuturan beliau, LPSK berusaha agar Revisi UU PSK ini 
dapat segera diundangkan sebab masa kerja Anggota DPR untuk masa 
2009-2014 akan segera berakhir. 
Dan juga inti dari Revisi UU Nomer 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban yang juga dipaparkan oleh Pak Bambang 
Satrijadhi yakni: 
1. Mengenai Kelembagaan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban 
2. Penjabaran rinci mengenai Pelapor, Saksi, Justice Collaborator, dan 
Whistleblower 
3. Penjabaran tentang Restitusi dan Kompensasi 
4. Jaminan terhadap korban Terorisme 
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai mengapa sampai 
saat ini LPSK belum memiliki kantor perwakilan di setiap daerah padahal di 
dalam UU Nomer 13 Tahun 2013 dalam Pasal 11 ayat (2) menegaskan 
bahwa “ LPSK mempunyai perwakilan didaerah sesuai dengan keperluan”. 
Dari wawancara penulis dengan Bapak Bambang Satriajadhi ini dikarenakan 
Problem Kelembagaan dimana menurut Kementrian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), LPSK bersifat 
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independen secara kelembagaan dan juga menyangkut dengan pembiayaan 
dan juga KemenPAN-RB membatasi perluasaan organisasi. 
Padahal dinamika peran dan gerak LPSK sebagai institusi dan gerak 
LPSK sebegai institusi yang “mewakili negara” dalam memberikan 
perlindungan membutuhkan perlindungan  membutuhkan dukungan penuh, 
tidak hanya dari publik, tapi dari negara itu sendiri. 
Keberadaan LPSK yang masih berpusat di Jakarta, tentu menjadi 
tantangan tersendiri. Hal ini tidak terlepas dari „animo‟ publik pada lembaga 
ini yang cukup besar, bahkan dari sisi jumlah pengajuan permohonan ke 
LPSK, faktanya sebagian besar justru didominasi dari daerah di luar Jakarta. 
Adapun Status Pemohon yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini  




Sumber: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
Pada gambar diatas dapat diperhatikan status pemohon Korban 
Pelanggaran ada 470 sampai dengan Juni 2014, sedangkan saksi korban 
ada 85 dan juga saksi ada 67. 
B. Hubungan Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) Dengan Instansi/Lembaga Lainnya dalam Melindungi Saksi 
dan Korban 
Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK 
dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam 
melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi yang terkait, sesuai 















dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 
Pasal 36. 
Terlihat bahwa LPSK dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh 
berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini memang 
seharusnya diberikan. Karena sudah menjadi platform umum, bahwa 
masalah yang tekait dengan perlindungan saksi dan korban hanya bisa 
ditangani secara efektif melalui pendekatan multi Lembaga.  
Dengan memakai platform ini, maka LPSK dalam melakukan 
perlindungan terhadap saksi dan korban tentunya menyadari bahwa kerja-
kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apalagi 
jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara seperti di 
Indonesia maka tidaklah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika tidak 
bekerjasama dengan instansi lainnya. 
Saat penulis mewawancarai Pak Bambang Satriajadhi selaku Tenaga 
Ahli Divisi Hukum Kerjasama dan Pengawasan Internal mengenai hubungan 
Kerjasama LPSK dengan Instansi/Lembaga lainnya, Beliau menjabarkan 
tentang Kerjasama yang sudah dilakukan LPSK selama ini terkait 
perlindungan bagi saksi dan korban. Adapun Instansi/Lembaga  yang sudah 
bekerjasama dengan LPSK yakni dari Instansi Penegakan Hukum, Pihak 
Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, dan juga LPSK bekerjasama 




 TABEL 3 
Kerjasam LPSK dengan Instansi/Lembaga Lainnya 
NO INSTANSI/LEMBAGA RUANG LINGKUP/PERAN 















c. Komisi khusus: KPK, 
Komnas HAM, PPATK, BNN 
 
 
 Dukungan keamanan dan 
penjagaan dalam program 
perlindungan 
 Penerimaan benefit (sebagai 
penyelidik yang saksinya 
dilindungi) 
 Terkait dengan kompensasi dan 
restitusi 
 Pengawasan terhadap penetapan 
Justice Collaborator 
 Dukungan administrasi  
 Dukungan untuk informasi 
pengadilan, putusan atau 
pembebasan pelaku. 
 Dukungan Administrasi 
 Penerimaan benefit 









e. Mahkamah Agung 
Collaborator di LP 
 Memfasilitasi hak korban 
menyangkut kompensasi dan 
restitusi 
 Bantuan penasihat hukum bagi 
saksi dan korban  
 Perlindugan untuk Justice 
Collaborator dan Whistleblower 
terhadap SEMA No. 44 Tahun 
2011 
2 Kemensos  Butuh tempat rehabilitasi bagi 
korban yang mengalami trauma 
center 
3 Kementrian Perumahan Rakyat 
Indonesia 
 Dukungan tempat tinggal 
sementara/permanen bagi saksi 
dan korban 
 Dukungan untuk mempermudah 
akses akan relokasi dan 
administrasinya 
4 Kementrian Kesehatan  Menyangkut BPJS Kesehatan 
 Pemeriksaan medis di Rumah 
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Sakit yang telah ditunjuk oleh 
Kementrian kesehatan  
5 Kementrian Luar Negeri  Kejahatan Lintas Negara 
6 Kementrian dalam Negeri  Perubahan status kependudukan 
bagi saksi atau korban 
7 Regional ASEAN  Dasar kerjasama Konvensi PBB 
Trade Organized Crime (Kejahatan 
Organisir Lintas Negara) 
 Kerjasama dalam perlindungan 
yaitu: 
a. Relokasi 
b. Tukar pengalam dan 
Pengetahuan 
c. Fasilitas hak  
8 Pihak Perguruan Tinggi ( 
Universitas Sumatra Utara, 
UNIKA, Universitas Atmajaya, 
Universitas Brawijaya, 
Universitas Soedirman, UII, 
Universitas Udayana, Universitas 
di NTT, Universitas Hasanuddin 
 Model kerjasama dalam 
melindungi Saksi dan Korban 
terdapat dalam aspek Tridarma 
Perguruan Tinggi, yakni: 
a. Pendidikan: Menambahkan 
matakuliah mengenai 
Perlindungan saksi dan korban 
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dan Universitas Muslim 
Indonesia 
bagi universitas yang memiliki 
Fakultas Hukum, dan 
memberikan kuliah umum 
b. Penelitian: Kerjasama dalam 
bentuk tema, kegiataan 
magang/penelitian di LPSK 
c. Pengabdian: 
Menyediakan/mefasilitasi 
sekretariat untuk konsultasi, 
sosialisasi, atau memberikan 
nasihat hukum 
Sumber : Lembaga Perlindungan Skasi dan Korban 
Dilihat dari tabel diatas bahwa LPSK saat ini sedang melakukan 
penguatan kelembagaan dalam bentuk kerjasama untuk melindungi saksi 
dan korban dari segala bentuk ancaman. 
Terkait dengan kerjasama anatar lembaga/instansi, maka perlu 
dilakukan bebeberapa hal . Pertama para ahli pejabat-pejabat dari lembaga 
perlindungan saksi haruslah memberikan tanggapan yang efektif dan 
konsisten. Kedua, walaupun kerjasama telah dilakukan namun dengan 
membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap lembaga, maka resiko 
yang membahayakan saksi dapat diperkecil. Ketiga hubungan antar lembaga 
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perlindungan saksi dengan pejabat lembaga lain sangatlah penting saat 
menangani masalah-masalah yang mungkin timbul saat membantu para 
saksi dan korban. 
Oleh karenanya sangat penting bagi LPSK untuk melakukan pemetaan 
yang komprehensif berkenaan dengan dukungan dari lembaga atau instansi 
terkait, melakukan pendalaman peran yang mungkin dilakukan oleh masing-
masing lembaga yang mengidentifikasi beberapa isu yang perlu diperhatikan 
















Dari hasil penelitan dan pembahasan yang telah dipaparka, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam pemberian bantuan kepada Saksi dan Korban, LPSK seharusnya 
mengoptimalkan perannya demi langkah yang strategis dalam 
mengupayakan perlindungan hukum bagi saksi, korban, saksi pelapor 
dan juga saksi pelaku. Pemberian bantuan terhadap Saksi dan Korban 
menyangkut kompensasi dan restitusi hanya bisa korban dapatkan 
apabila sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
yang tetap (incraht). Pada SEMA No.4 Tahun 2011, kasus tindak pidana 
tertentu belum diatur jelas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum 
bagi Whistleblower dan Justice Collaborator. 
2. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan MoU 
dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia, lembaga 
penegakan hukum di Indonesia dan lembaga luar negeri dalam Lingkup 
ASEAN. 
B. SARAN 
1. Sebaiknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebegai lembaga 
independen yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban 
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dapat mewujudkan perannya secara optimal guna menegakkan sistem 
peradilan pidana di Indonesia dan memili standar perlindungan 
berdasarkan level ancaman. 
2. Perlu adanya penguatan peran mengenai kewenangan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan 
hukum untuk Whistleblower dan Justice Collaborator sebab keduanya 
akan memudahkan membongkar suatu tindak pidana karena dilihat 
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